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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kendala PP No. 43 Tahun 1998 Pasal 28 belum terimplementasi dengan 

baik di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo adalah: 

a. PT. Madubaru – PG/PS Madukismo tidak mengetahui jika ada 

peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan 1 

orang penyandang disalibitas disetiap 100 orang pekerja. 

b. Tidak ada pelamar pekerjaan yang merupakan penyandang 

disabilitas. 

c. Jenis pekerjaan yang dipekerjakan di PT. Madubaru – PG/PS 

Madukismo mayoritas adalah pekerjaan yang membutuhkan fisik. 

d. Tidak ada aksesbilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan 

pabrik, dan apabila itu diadakan maka akan memakan biaya yang 

besar. 

e. Desain instalasi pabrik telah didesain sedemikian rupa, sehingga 

tidak mungkin ada penambahan untuk aksesbilitas. 

 

2. Penyelesaian dari kendala yang dihadapi PT. Madubaru – PG/PS 

Madukismo adalah: 

a. Secara prinsip setiap warga negara dianggap tahu hukum, asas ini 

dikenal dengan Asas Fictie Hukum. Sehingga tidak ada alasan tidak 

mengetahui UU tersebut, karena ketidaktahuan bukan alasan pemaaf. 
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b. Madukismo lebih membuka diri kepada penyandang disabilitas 

dengan membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan 

memperhatikan kualifikasi perusahaan, derajat kecacatan dan tingkat 

pendidikan, dan dapat juga memberi informasi kepada organisasi 

rehabilitasi penyandang disabilitas bahwa mereka siap merekrut 

untuk dijadikan pekerja sesuai kualifikasi perusahaan, derajat 

kecacatan dan tingkat pendidikan. 

c. Menempatkan pekerja ke jenis pekerjaan yang tidak menyulitkan 

sesuai derajat kecacatan dan tingkat pendidikan. 

d. Untuk kendala biaya dalam huruf d dan e madukismo dapat 

menyediakan anggaran sedikit demi sedikit untuk biaya 

pembangunan aksesibilitas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, diharapkan peran pemerintah 

melalui Depertemen Tenaga Kerja dan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dapat lebih dimaksimalkan dalam hal sosialisasi, 

pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang belum 

melaksanakan kewajibkan untuk mempekerjakan minimal 1 orang pekerja 

penyandang disabilitas disetiap 100 orang pekerja. Hal ini sangat penting 

karena dimaksudkan agar kesamaan dan kesempatan bagi penyandang 

disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dapat terlaksana dengan 

maksimal. 

 

 



60 
 

Selain itu bagi pihak perusahaan atau pengusaha agar mengubah 

cara pandang mereka terhadap penyandang disabilitas yang selama ini 

mengira karena keterbatasannya dan aksesibilitasnya para penyandang 

disabilitas tidak mampu bekerja dengan baik. Sedangkan bagi penyandang 

disabilitas diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dan 

tidak malu karena keterbatasannya agar perusahaan tidak ragu untuk 

mereka merekrut mereka. 
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